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TENTANG

ETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintahh Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 (enlang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggoia Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
Kabupaten Batang Hari, secbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ratang Hari Nomor 9 Tahun 2007,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertu
membeniuk Peraiuran Daerah tenlang Perubahan Keliga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaien Batang Hari

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
OCtonom Kabepaica Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
dabah dengan Undane-U'ndang Nomor 7 Tzhun 1965 tentang Pembentukan
Dacrah Tegha [ Savhoas Bangio dan Dacrzh Tmgiat 1 Tanjung Jabung
(Lembaran Negarz Republik Indoncsia Tabmn 1965 Nomor 301

Undang-Undang Nomor £ Tzhon 19%7 temtane Protokol (Lembaran Negara
Republik Indoecsiz Tahus 1587 Noemor 43, Tambabun [embaran N cgara

Republik Indonesia Nomor 3363¢
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Talun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis  Permusyawaralan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuvangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
divbah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 ientang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan
Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952):

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416). sebagaimana telah
beberapa kali divbah icrakhir dengan Persiuran Pemeriniah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoker dan Kenangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuvangan  Daerah, Penganggaran  dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupalen Balang Hari Nomor
9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007
Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2006 Nomor 5).

Juumch
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAFRAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ratang Hari Nomeor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Hari (Lembaran Dasrah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005), yang
telah beberapa kali diubah dengan -

a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Nomor 13 Tahun 2003}

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor © Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Nomor 9 Tahun 2007}

diubah sebagai berikut :

o



)

(73]

-4-

Ketentuan Pasal 1 angka 19a dan angka 19b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

19a

19b.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uwang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sctiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan
DPRD setiap bulan uniuk menunjang kegiatan operasional yang berkailan dengan
representasi, pelavanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas
pimpinan DPRD sehari-hari.

Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut -

3

4

(%)

®)

Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan
kepada Pimpinan dan Anggola DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
kelompok, vaitu :

a. tinggi;
b. sedang;
c. rendah

Kabupaten Batang Hari dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjungan Komunikasi Iniensii bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan paling banvak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung dengan mmenggunakan formula kemampuan keuangan daerali sama dengan
pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada avat (6) terdiri atas pendapatan ashi
dacrah dilambah dana bag hasil dan dana alokasi umum.

Belanja PNSD scbagaimana dimaksud pada ayat (6) terdii atas gaji dan tunjangan
Pegawar Negen Sipil Dacrah vang melipuli gaji pokok lunjangan keluarga, (unjangan
jabatan tumjangan beras. dan mnjangan paiak peaghasilan (PPh Pasal 21).

Datz vang digonakan schagai dasar penghitengan kemampuman keuangan daerah
schagasmane dimaksad dalam ayal (6) adalsh Data Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah ( APBD) Induk tahun anggaran berjalan berkenaan

dmaksnd pada avat (9) dilakukan

Pertwnngan kemampuan kenangan dacrzh schagarmana
olch Tem Anggaran Pemcrmiah Dacrah

Kemampuan kcuangan dacrah Kabupaten Batang Han schagammana dimakend pada avat
(3) dbsiompohian pada kemampuan kcusngan dacrah sedang  valiu  aniara
Rp. 200 000.000.000.00 (dua ratus milvar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00
(empat rates malvar ropuah)
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(10) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Kepulusan Bupali sesuai
dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 C dihapus.
Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif dimaksud dalam Pasal 14 A dibavarkan terhitung mulai tanggal
1 Januan 2007.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dibcbankan pada APBD.

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkuian sesuai
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan S (lima) pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B,
Pasal 24 C, Pasal 24 D, dan Pasal 24 E schingga berbunyi scbagai berikul ..

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada pimpinan
DPRD  disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan  setiap bulan  dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A
avat (2).

Pasal 24 B

Kabupaten Batang Hari dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4
(empat) kali uang represeniasi Ketua DPRD ditambah 2% (dua seperdua) kali jumlah uang
representasi seluruh Wakil Ketua DPRD

Pasal 24 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A
disediakan icrhiiung mula anggal 1 Apnl 2007.

Pasal 24D

Penggunaan Belanjz Pemimgang Operzsional Pimpinan DPRD schagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 A berdasarian perumbangan kebijakan psmpman DPRD dengan memperhaiikan asas
manfzat dan cfisiensi dalam rangka mendukung kelancaram pelaksanaan tagas pimpinan DPRD
sahari-han dan ndak untok keperfuan pribadi



Pasal 24 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan

Pasal 25 ayat (4) diubah, schingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

(1)

e

Pasal 25

Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD vang ferdiri atas
penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejaliteraan serta
belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A,
Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
yang diuraikan ke dalam jenis belania sebagai berikut

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa;
¢. Belanja Modal.

Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A
dianggarkan dalam Pos Sckretariait DPRD.

Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari,

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KAY

TAHUN 2007 NOMGR ..

Ditetapkan di Muara Bulian

ANG HARL

AR KABUPATEN BATANG HARI
1.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Hari sebagai pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 ‘lahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari,
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
Nomor 9 Tahun 2007. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dan menciptakan kondisi sosial ekonomi
negara yang baik dan seimbang,

Selain menerima penghasilan vang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor
1 lahun 2005, dalam Peraturan Daerah ini menctapkan pemberian l'unjangan Komunikasi
Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi
masyarakat. Khusus kepada pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan
rendah.  Selain itu  penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Yang masing-masing memperoleh dana operasional.
Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas
pertimbangan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efesiensi dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD schari-hari dan tidak untuk
kepentingan pribadi.

I. PASAL DEMI PASAL

Angka 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Pasal 10 A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 14 A

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 14 B
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 15
Culap jelas.

Angka 7
Pasal 24 A
Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam Pos
Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk
keperluan pribadi.

Pagal 24 B
Cukup jelas.

Pasal 24 C
Cukup jelas.

Pagal 24 D
Cukup jelas.

Pagsal 24 E
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.





